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MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, PUBLIKASI, DAN
DOKUMENTASI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24 ayat
(1), ayat (3), dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman
Dan/Atau Hibah Luar Negeri, serta Pasal 26, Pasal 27, Pasd
28, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri Oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, Pelaporan,
Publikass Dan Dokumentass Pinjaman Dan/Atau Hibah
Pemerintah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
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M enetapkan

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah
Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4597);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4885);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, PUBLIKASI,
DAN DOKUMENTASI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH

PEMERINTAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga
pemerintah non kementerian negarallembaga negara yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Pinjaman adalah setigp penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman baik dari dalam negeri
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maupun luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu.

Hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau
devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau
jasayang diperoleh dari pemberi hibah baik dari dalam negeri maupun luar
negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pgabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daegrah (APBD).

Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
APBN atau atas beban APBD berdasarkan masing-masing SPM.

Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat
yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun olen PA/ KPA dan disahkan
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepaa Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara.

Withdrawal Application, selanjutnya disingkat WA, adalah dokumen
permintaan pembayaran langsung kepada rekanan/pihak lain yang digjukan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus kepada
pemberi Pinjaman dan/atau Hibah atas permintaan PA/KPA.

Notice of Disbursement, selanjutnya disingkat NOD, adalah dokumen bukti
penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh  pemberi
Pinjaman dan/atau Hibah.

Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan, selanjutnya disingkat SP3, adalah
surat perintah yang diterbitkan KPPN Khusus selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagaimana SPM/SP2D,
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kepada Bank Indonesia dan Satuan Kerja (Satker)  untuk
dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN
atas redlisas penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah melalui mekanisme
pembayaran langsung dan/atau Letter of Credit (L/C).

12. Disbursement Ratio, selanjutnya disingkat DR, adalah perbandingan antara
redlisasl penarikan Pinjaman dan/atau Hibah dengan komitmen nilai
bersihnya.

13. Availability Period adalah periode yang tersedia untuk penarikan Pinjaman
dan/atau Hibah, yaitu periode antara tanggal efektif Pinjaman dan/atau
Hibah (effective date) sampa dengan tanggal penutupan Pinjaman dan/atau
Hibah (closing date).

14. Elapse Time Ratio, selanjutnya disingkat ETR, adalah perbandingan antara
periode yang telah dilampaui mula effective date dengan periode penarikan
Pinjaman dan/atau Hibah (availability period).

15. Progress Variant, selanjutnya disingkat PV, adalah perbandingan antara
DR dengan ETR.

16. Condition Precedent adalah persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh
pemberi Pinjaman dan/atau Hibah dengan penerima Pinjaman dan/atau
Hibah untuk menentukan berlaku efektifnya suatu Pinjaman dan/atau
Hibah.

BAB lI
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi monitoring, evaluasi, pelaporan,
publikasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang atas pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah olen Kementerian
Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku pelaksana kegiatan (executing
agency) atau selaku penerima penerusan Pinjaman dan/atau Hibah.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini ditujukan untuk memberikan panduan bagi
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan monitoring,
evaluasi, pelaporan, dan publikas atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman
dan/atau Hibah.
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MONITORING DAN EVALUASI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH

Bagian Pertama
Sumber Data
Pasal 4

(1) Materi monitoring berupa data atau informas yang terkait dengan
finansial pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah, meliputi:

aspek

a. rencana penarikan (disbursement plan) atas perjanjian Pinjaman

dan/atau Hibah yang masih berlangsung (on-going agreement) dan
perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah baru (new agreement) dalam rangka
memenuhi kebutuhan APBN berjaan;

. rencana penarikan atas Pinjaman dan/atau Hibah yang dialokasikan
dalam DIPA tahun berjaan;

. redlisasi pencairan atas dana Pinjaman dan/atau Hibah oleh KPPN
Khusus yang tercermin dalam realisas dokumen SP2D, WA, SP3, dan
dokumen sgenis lainnya;

. realisasi pencairan dana melalui pembukaan L/C yang tercermin dalam
notadisposis; dan

. realisasi pencairan dana dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang
tercermin dalam NOD atau dokumen sgjenis lainnya.

(2) Data dan informas atas pelaksanaan Pinjaman dan/atau  Hibah

sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. basis data Debt Management and Financial Analysis System (DMFAYS);

b. laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman
dan/atau Hibah, yang diterima dari Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD selaku pelaksana kegiatan

(executing agency); dan

c. situs Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN,

BUMD, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
Pasal 5
Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat didukung dengan:
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